
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAB III 

KARIR POLITIK MUHAMMAD NATSIR 

A. Organisasi Pemuda sebagai  Jembatan Kedewasaan Organisasi Natsir 

Muhammad Natsir dikenal sebagai pahlawan nasional dalam memajukan 

bangsa ini, khususnya umat Islam. Bahkan, pengaruh dari usaha beliau masih 

dirasakan hingga sekarang.   Semasa hidupnya, Natsir aktif terlibat dalam 

berbagai gerakan, baik yang bersifat sosial, politik, keilmuan, maupun 

keagamaan. Khususnya dalam bidang politik-keagamaan, Natsir sudah mulai 

aktif sejak masa remaja. pada saat Natsir sekolah ia banyak aktif dalam 

berbagai organisasi seperti  Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, 

Bahkan pada tahun tersebut sampai 1932 menjadi wakil ketua JIB cabang 

Bandung. Di samping itu, ia diangkat sebagai ketua Kern-Lichaam (Badan Inti) 

JIB Pusat. Selain aktif di JIB ia juga aktif di Pandu Nationale Islamietische 

Pavinderij (Nayipij). 1 

Jong Islamieten Bond adalah perkumpulan pemuda Islam yang didirikan di 

Jakarta pada tanggal 1 Januari 1925.2 Pendapat lain mengatakan bahwa 

seorang pemuda yang bernama Sjamsuridjal Pria kelahiran Karanganyar 11 

Oktober 1903 yang memiliki segudang pengalaman pada masa mudanya 

adalah ketua Jong Islamieten Bond (JIB), sebuah organisasi pemuda Islam, 

yang kebanyakan anggotanya didikan Barat, namun hidup sebagai pejuang 

Islam. Kecintaan Sjamsuridjal pada Islam-lah yang membuatnya tergerak 

1 Thohir Luth, M. Natsir, 23. 
2 Pitut Soeharto & A.Zainoel Ikhsan, Maju Setapak (Jakarta:Aksara Jaya Sakti, 1981), 257. 
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untuk mengadakan pelajaran Islam di Jong Java ketika itu.  Tujuan pertama 

pembentukannya adalah untuk mengadakan kursus-kursus agama Islam bagi 

para pelajar Islam dan untuk mengikat rasa persaudaraan antara para pemuda 

terpelajar Islam yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara dan 

sebelumnya masih menjadi anggota perkumpulan daerah. 

JIB kemudian memang menjadi organisasi yang berpengaruh luas. Selain 

menerbitkan majalah Het Licht JIB berperan sebagai poros dari pergerakan 

siswa muslim didikan Belanda yang memiliki ghirah (semangat) yang luar 

biasa terhadap Islam. Mulai dari membentuk forum-forum diskusi, membangun 

sekolah di berbagai wilayah Indonesia, hingga turut serta dalam penolakan 

zionisme. Karena lasan inilah Natsir tertarik untuk bergabung dengan JIB. 

Pada tahun 1932 Natsir mendirikan sekolah sendiri, yakni Pendidikan 

Islam (PENDIS). keberhasilan Mohammad Natsir di PENDIS membuatnya 

diangkat sebagai Direktur Pendidikian Islam di Bandung priode 1932-1942 , 

dan dari tahun 1942-1945, sebagai Kepala Biro Pendidikan Kotamadya 

Bandung (Bandung Syiakusyo), dan merangkap sebagai Sekretaris Sekolah 

Tinggi Islam (STI) di Jakarta. 

B. Karir Politik Natsir di Indonesia 

pada awal kemerdekaan Indonesia Natsir tampil sebagai politisi yang 

ulung juga santun ia adalah salah satu seorang menteri dan perdana menteri 

yang terkenal sebagai administrator yang mampu dan yang pernah berkuasa 

sesudah Indonesia merdeka, bahkan Bung Karno mengakui kemampuan Natsir 

sebagai administrator, demikian juga bung Hatta. Kemampuan dan kepribadian 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35 
 

yang di miliki Natsir membuatnya sebagai tokoh yang dihormati kawan 

maupun lawan, hal inilah juga yang membuatnya di percaya  memegang 

berbagai jabatan dari ketua umum partai sampai Perdana Menteri. 

1. Natsir dan Negara Republik Indonesia 

Natsir memulai karir  politik sebelum kemerdekaan dengan ikut 

berpatisipasi dalam organisasi  Persatuan Islam Indonesia (PII) cabang 

Bandung  pada tahun 1938 dua tahun kemudian tepatnya  Pada tahun 1940 

Muhammad Natsir menjabat ketua PII priode 1942-1945, ditengah 

kesibukannya menjadi  kepala Biro Pendidikan kota Madya Bandung, 

serta sebagai sekretaris Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta yang 

merupakan Perguruan Tinggi Islam pertama berdiri pasca kemerdekaan. 

Karir politik Muhamma Natsir pasca kemerdekaan diawali sebagai anggota 

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tahun 1945-1946. Perjuangan 

Natsir di KNIP merupakan perjuangannya dalam karangka Republik 

Indonesia. Sebuah peran yang diembannya karena kecintaanya kepada 

bangsanya tanpa meninggalkan identitas keislamannya. Meskipun 

harapannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang menerapkan 

syariat Islam tidak terlaksana tidak membuat Natsir memberontak. Dalam 

suatu kesempatan Natsir berkata; Tidak ada perlunya seorang muslim itu 

harus menanggalkan kebangsaan dan kebudayaannya, dalam ajaran Islam 

disebutkan  bahwa manusia dijadikan dalam golongan bangsa-bangsa dan 
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suku-suku bangsa yang berbeda-beda. Bahasapun bermacam-macam, ini 

adalah fitrah atau natuur kata orang sekarang.3 

Pada saa Natsir menjadi anggota KNIP terjadi perebutan pengaruh 

antara kaum nasionalis netral agama yang berisi orang jawa abangan 

dengan kaum nasionalis islam, dimana kaum nasionalis netral agama 

mendominasi KNIP , tidak hanya itu nasionalis islam juga mempunyai 

posisi lemah dalam kabinet karena hanya dua orang dari kalangan 

nasionalis islam di kabinet yang di bentuk pada Agustus 1945 yaitu 

Abikusumo Cokrosuyoso dan KH. Wahid Hasyim.4 

Pada masa Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri selama tiga 

kali perombakan dalam kabinetnya antara tahun 1945-1946  Natsir selalu 

di tunjuk sebagai Menteri Penerangan. Pada awalnya ia menggantikan 

Amir Syarifudin sebagai Menteri Penerangan, pada kabinet Syahrir terjadi 

tekanan politik yang sangat kuat oleh kelompok Persatuan Perjuangan 

(PP) yang di pimpin oleh Tan Malaka kelompok ini mendesak Presiden 

mengganti kabinet Syahrir membuat Soekarno merombak kabinet Syahrir 

selama tiga kali, berbeda dengan politisi saat ini meskipun partai yang 

menaungi Natsir yaitu partai Mashumi termasuk dalam kelompok PP 

tetapi Natsir tidak memposisikan dirinya sebagai agen dari kepentingan 

partai, ia tetap mendukung kabinet Syahrir untuk menjaga keutuhan 

3 Muhammad Natsir, Capita Selecta, II.( Jakarta: Pustaka Pendis. 1957), 138.  
4 Waluyo, Dari Pemberontak, 54. 
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Negara di tengah-tengah perpecahan di tubuh Republik dan bayang-

bayang kembalinya Belanda ke Indonesia.5 

Perjajaian Renville antara Belanda dan Indonesia mnempatkan 

Indonesia dalam posisi yang sulit karena wilayah semakin sempit sebagai 

hasil dari perjanjian itu dan Republik Indonesia harus menarik para 

pejuang yang ada di wilayah yang menurut perjanjian itu harus ditarik ke 

wilayah Republik. Ternyata perjanjian itu di hianati oleh pihak Belanda 

dengan melakukan aksi meliter yang menyebabkan jatuhnya koya-kota 

penting di Jawa dan Sumatera, termasuk Jogjakarta yang merupakan ibu 

kota Negara saat itu.  

Agresi meliter Belanda tersebut di ikuti dengan penangkapan para 

pejabat Negara seperti Soekarno, Hatta, dan Natsir. Sebelum penangkapan 

itu Presiden melakukan rapat dengan para meterinya membahas tentang 

penyerbuan Belanda terssebut. Sebagai Menteri Penerangan seharusnya 

Natsir ikut rapat juga tetapi karena ia sedang dirawat di rumah sakit. 

Tetapi ia tetap berjuangan mekipun dalam keadaan sakitia meminta 

Baswedan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat untuk 

menghidupkan semangat perjuangan, ia juga memberi intruksi khusus 

bagaimana mmelancarkan serangan pada pihak Belanda. Pesan itu 

kemudian disebarluaskan ke seluruh pelosok Jawa dan Sumatera. 

Serangan Belanda ini di lakukan setelah PKI melakukan 

pemberontakan di Madiun. Perpecahan dari dalam ini di mamfaatkan oleh 

5Waluyo, Dari pemberontak, 57-58. 
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Belanda untuk menggempur Indoneia, namun hal ini tidak melumpuhkan 

semangat para pejuang setelah Ibu Kota RI Jogjakarta di taklukkan, di 

Sumatera telah di bentuk PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) 

yang di pimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. 

Kegagalan Belanda melenyapkan Negara Republik Indonesia 

mendorong dikedepankannya jalur diplomasi. Perundingan ini dilakukan 

pada tanggal 14 April 1949 di bawah pengawasan PBB. Dari pihak 

Indonesia di wakili oleh Muhammad Roem sedangkan dari pihak Belanda 

oleh Van Roijen. Pada awalnya Natsir di tunjuk sebagai penasehat tetapi 

karena ia merasa tidak sanggup mengemban amanah ini yang menurutnya 

tidak ada komunikasi antara Roem dan Presiden yang sah yaitu Syafrudin 

Prawiranegara.6 

Persetujuan tersebut menurut Natsir selesai terlalu cepat. Natsir 

mengharapkan hasil dari perundingan tersebut di sampaikan kepada PBB 

sehingga dapat mengulur waktu untuk memperkokoh kedudukan. Natsir 

melihat keinginan Soekarno terlalu menonjol untuk segera kembali ke 

Jogjakarta, menurut Natsir keinginan ini di dorong oleh keinginan pribadi 

bukan atas pertimbangan negara.7 

Meskipun demikian Natsir tidak lantas lari dari perjuangan ia tetap 

ikut serta dalam usaha kemerdekaan Indonesia secara penuh. Saat ia 

diminta oleh pemerintah untuk memhubungi Syafruddin Prawiranegara 

yang saat itu berada di pedalaman Sumatera, ia bersedia berangkat kesana 

6 Ibid., 64. 
7 Deliar Noer, Gerakan Moderen, 59. 
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bersama Hatta namun tidak berhasil menemui Syafruddin, baru kemudian 

dalam usahanya yang kedua pada juli 1949 ia bersama Abdul Halim untuk 

meyakinkannya tentang perjanjian Roem-Royen.8 

Selain itu Natsir juga diminta membujuk Kartosuwirjo untuk 

kembali ke pangkuan Negara Republik Indonesia yang melepaskan diri 

dari pemerintah Republik dan mendirikan DI (Darul Islam) Natsir menjadi 

ketua Komisi Republik Indonesia untuk penyelesaian masalah DI. Natsir 

mendapat jawaban dari Kartosuwirjo atas imbauannya untuk kembali ke 

Negara Republik Indonsia. Ia mengatakan “ Ludah tidak dapat saya jilat 

kembali” maksunya Proklamasi DI tidak dapat di cabut kembali. 9 

a. Mayhumi Sebagai Wadah Perjuangan Politik 

Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) berdiri pada tanggal 

17 November 1945 melalui Kongres Nasional Umat Islam di 

Yogyakarata yang diketuai Sukiman, partai ini lahir setelah 

penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta para tokoh yang ikut 

andil menandatangani Piagam Jakarta seperti: Haji Agus Salim, KH 

Abdul Wachid Hasjim, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar 

Muzakkir, Ki Bagus Hadikusumo dan lain-lain.10 

Cikal bakal partai ini adalah Majelis Islam A’la Indonesia yang 

dibentuk oleh Jepang untuk mendapat simpati dari ummat Islam pada 

akhir tahun 1943. Natsir terlibat di Masyumi dari awal berdirinya dan 

tahun 1949 sampai tahun 1958 dia terpilih sebagai orang nomor satu di 

8 Deliar Noer, Gerakan Moderen, 193. 
9. Yusuf Abdullah Puar, Muhammad Natsir, 186. 
10 Artawijaya, Belajar dari, 47. 
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partai Masyumi. Komitmen Natsir yang kuat terhadap Islam dan 

berbagai kegiatan organisasi yang menjadikan Islam sebagai komitmen 

dalam perjuangan, hal inilah yang juga membuat Natsir berada di 

Masyumi. 

Perjalanan melakukan perubahan di Indonesia ternyata tidak 

semulus yang di cita-citakan oleh para penggagas Partai Masyumi 

karena terjadi perpecahan di dalam partai ini. Para petinggi  Partai  

Masyumi saat itu di tuntut bijak dalam mengambil keputusan. 

Persoalan-persoalan yang timbul bukan persoalan yang datang dari 

luar layaknya Masyumi buatan Jepang dimana diintervensi oleh 

pemerintah Jepang akan tetapi persoalan timbul dari internal Masyumi. 

Karena pada Juli 1947  PSII keluar dan meninggalkan Masyumi untuk 

kembali menjadi partai politik independent. Beberapa waktu kemudian  

NU keluar karena  pemimpin keagamaan (sebagian besar anggota NU 

di Masyumi diturunkan kedudukannya hanya sebagai penasehat) 

sedangkan pengurus besarnya dipegang ormas-ormas lain. Penyebab 

lainnya adalah perebutan jabatan Menteri Agama Kabinet Wilotopo 

pada tahun 1952 dimana Fakih Usman (Muhammadiyah) dipilih 

sebagai Menteri Agama bukan Wahid Hasyim yang diharapkan para 

pemuka NU. 11 

Keberhasilan mosi integral yang di lakukan oleh Natsir ternyata 

masih menyimpan cita-cita yang lebih besar yaitu menjadikan Islam 

11 B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia (Jakarta: Grafitti Press, 1985),  49. 
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sebagai dasar negara , yang ia perjuangkan melalui Masyumi. Natsir 

mengatakan bahwa untuk dasar negara, Indonesia hanya mempunyai 

dua pilihan yaitu sekulerisme (la diniyah) atau paham keagamaan 

(dini). Sedangkan Pancasila adalah  ideologi yang perlu di uji 

keampuhannya, sedangkan Islam mancakup semua unsur termasuk 

politik, ekonomi, hukum dan dapat menjamin keberagaman dalam 

masyarakat. Natsir juga beralasan bahwa Islam merupakan agama 

yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia . 

Keyakinan yang ditanamkan Natsir dalam dirinya bahwa Islam 

sajalah yang membuat kemajuan bangsa Indonesia menuju kehidupan 

sosial masyarakat yang damai, adil dan sejahtera. Perjuangan 

mengaplikasan Islam sebagai dasar negara tidak semudah perjuangan 

mosi integral, terjadi perdebatan panjang di konstituantae sejak 

November 1956 sampai dengan 2 Juni 1959 tentang dasar negara 

apakah Islam atau pancasila. Dalam sidang yang panjang ini tidak 

terjadi kesepakatan tentang dasar negara. 

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 

untuk kembali ke UUD 1945 dan sekaligus membubarkan Majelis 

Konstituante yang dipilih rakyat karena Soekarno menganggap Majelis 

ini menemui jalan buntu. Situasi tersebut tentu menjadikan suatu 

guncangan tersendiri bagi umat Islam baik secara politis maupun 

secara psikologis. 12 

12 Artawijaya, Belajar dari, 116. 
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Dekrit yang dikeluarkan Soekarno membuatnya mempunyai 

kekuasaan yang tidak terbatas, dan sejak saat itulah setiap usulan 

mengganti dasar negara dengan Islam selalu dilemahkan. Soekarno 

menggunakan kesempatan pada posisi pemegang tampuk kekuasaan 

teringgi untuk meminimalisir wacana menghidupkan ideologi Islam. 

Pada tanggal 31 Desember 1959 Soekarno mengeluarkan kebijakan 

yang mengejutkan dengan membubarkan Partai Masyumi dan PSI 

sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 200/ 1960 yang secara 

resmi memerintahkan pembubaran Masyumi dan PSI yang diumumkan 

pada 05.20 WIB tanggal 17 Agustus 1960.13 

Masyumi di bubarkan karena keterlibatan para tokoh dalam 

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera 

Barat. PRRI brtujuan untuk protes terhadap pemerintah tentang  

pembentukan kabinet Djuanda yang di anggap inkonstitusional dan 

kedekatan Soekarno dengan PKI yang berusaha merongrong 

kedaulatan negara dari dalam. 

 

 

13Ibid.,  122. 
                                                           


